PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 103 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2011
tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah
. Kabupaten Kebumen;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);



]

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Mm%
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);



. Menetapkan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan,;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI
TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal |

Mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2
Tahun 2011 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang
Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2011 Nomor 2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan
persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma
Empat (D-IV) Kependidikan atau Non Kependidikan pada
Perguruan Tinggi yang terakreditasi:

c. berusia setinggi-tingginya 56 (limapuluh enam) tahun pada
waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah:

d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan
dari dokter Pemerintah;

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau
berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. memiliki Sertifikat Pendidik:
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g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya %
5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,
kecuali untuk Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak
Luar Biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar di
Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa
(TK/TKLB) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

h. memiliki Golongan Ruang serendah-rendahnya IV/a untuk
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah
Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

i. memiliki Golongan Ruang serendah-rendahnya lll/c untuk
Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa
(TK/TKLB) dan Sekolah Dasar (SD);

J. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai
baik untuk unsur penilaian lainnya dalam DP3 dalam
2 (dua) tahun terakhir ; dan

k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada jenis
dan jenjang sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang
sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas
tambahan sebagai Kepala Sekolah; dan

b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang
sesuai dengan pengalamannya sebagai Pendidik yang

diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk.”

Pasal Il
Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 21 sep+ember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN, "
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 102
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